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ABSTRAK
Semakin tingginya kesadaran hukum masyarakat mulai merubah pandangan masyarakat terhadap berbagai aspek, salah satunya di dalam dunia kesehatan terutama kedokteran. Ketika dulu hubungan dokter dan pasien diibaratkan seperti hubungan ayah dan anak, kini beralih menjadi hubungan kemitraan. Hal ini juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap penyelesaian masalah ketika konflik terjadi di antara dokter dan pasien. Selama ini banyak masyarakat yang hanya memahami bahwa penyelesaian sengketa hukum hanya melalui pengadilan saja, padahal faktanya terdapat banyak sekali metode penyelesaian sengketa salah satu di antaranya adalah Mediasi. Keuntungan dari mediasi adalah sifatnya yang tertutup, penyelesaiannya tidak bersifat saling adu argumentasi dan berlawanan karena win-win, dapat menjaga hubungan baik serta nama baik para pihak untuk ke depannya, dan terakhir hasil akhir merupakan kesepakatan bersama. Permasalahannya bagaimana cara menyakinkan masyarakat untuk menempuh jalur mediasi, dan kira-kira apa saja hambatan dalam melaksanakan mediasi dalam sengketa medik? Metode penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan menghubungkan antara objek penelitian dengan sumber-sumber kepustakaan yang ada. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa masyarakat sebetulnya tertarik dengan mediasi, namun keberhasilannya masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan luar negeri dan hal ini dikarenakan beberapa faktor dari para pihak yaitu tidak adanya ikhtikad baik, posisi para pihak yang terlalu jauh, keterbukaan para pihak yang kurang, serta adanya pihak lain yang mengarahkan para pihak ke jalur litigasi. Kemudian, selain dari faktor para pihak, ada juga faktor dari mediator itu sendiri di mana masih kurang dari segi keterampilan mediasinya. Disarankan untuk ke depannya, mediator dibuat sebagai suatu profesi seperti halnya dokter dan pengacara agar bisa mendapatkan mediator-mediator yang lebih bermutu dan berkualitas.
Kata Kunci : Dokter, Pasien, Mediator, Sengketa Medis
Abstract
The increasing legal awareness of the community has begun to change the various views of the community on various aspects, one of which is in the world of health, especially medicine. In the past, the doctor-patient relationship was likened to a father-daughter relationship, now it has turned into a partnership relationship. This also affects how people view the problem or conflict when there is a conflict between doctors and patients. So far, many people only understand that the resolution of legal disputes is only through the courts, when in fact there are many methods of dispute resolution, one of which is Mediation. The advantage of mediation is that it is closed, the solution is not mutually argumentative and contradictory because it is a win-win, can maintain good relations and the good name of the parties going forward, and finally the final result is a mutual agreement. The problem is how to convince the public to take the mediation route, and what are the obstacles in carrying out mediation in medical disputes? The research method is carried out by studying literature, namely by connecting the object of research with existing library sources. From the results of the study, the authors found that the community was actually interested in mediation, but its success was still very low when compared to abroad and this was due to several factors from the parties, namely the lack of good faith, the position of the parties that were too far apart, the lack of openness of the parties. , as well as the presence of other parties who direct the parties to litigation. Then, apart from the factors of the parties, there is also the factor of the mediator himself which is still lacking in terms of mediation skills. It is recommended that in the future, mediators are made into a profession like doctors and lawyers so that they can get more qualified and qualified mediators.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Selama beberapa Tahun terakhir, profesi kesehatan telah menjadi sorotan yang hangat bagi masyarakat Indonesia. Ketika berbicara tentang bidang pekerjaan yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat, tidak akan dapat dihindari kemungkinan di mana terjadi suatu perbedaan pemahaman. Dalam bidang kesehatan pun tidak terkecuali dikarenakan kesehatan termasuk salah satu bagian penting dalam kehidupan seseorang, sehingga tidak dapat dihindari pula terjadi perbedaan pemahaman di antara tenaga kesehatan dan masyarakat yang dilayaninya, di mana perbedaan pendapat ini yang dapat meningkat menjadi suatu sengketa yang dapat berujung dengan permasalahan hukum. Hal ini tentunya sejalan dengan pandangan Cicero yang mengatakan “Ibi Societas, Ibi Ius”, yang bermakna di mana ada aktifitas di dalam masyarakat tentunya pasti akan ada hukum yang mengatur di dalamnya. Kesehatan merupakan salah satu bagian penting di dalam kehidupan manusia, sehingga tentunya ketika seseorang mendatangi seorang dokter ataupun suatu fasilitas kesehatan maka kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan masyarakat, dan ada perangkat aturan yang menjadi regulasi dari kegiatan tersebut. Ketika pasien dan dokter bertemu di dalam hubungan profesi, maka secara timbul akibat hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam upaya melakukan penyembuhan, dan bilamana terjadi perbedaan pemahaman yang eskalasi menjadi suatu perselisihan disebut dengan sengketa medik.
  Ada 2 hal yang sebelumnya harus dipahami dan dibedakan yaitu antara Konflik dan Sengketa. Walaupun istilah ini hampir sama, namun memiliki makna yang berbeda.
 Arti kata sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan atau dapat juga diartikan sebagai pertikaian atau perselisihan.
 Beberapa pemicu yang dapat menyebabkan suatu sengketa adalah adanya komunikasi yang kurang baik di antara para pihak, di mana hal ini menimbulkan ketidak puasan, ketidak sedangan, kecurigaan dari pihak pasien terhadap dokter yang melayaninya. Tentunya seorang dokter akan mengupayakan kesehatan dari pasiennya, dikarenakan nama baik seorang dokter dikarenakan nama baik akan berkaitan dengan kepercayaan pasien yang merupakan jiwa dari profesi kedokteran.
Tentunya ketika perselisihan antara dokter dan pasien berlanjut, akan berujung di meja hijau yang dikenal dengan istilah litigasi. Di mana litigasi memiliki suatu ciri khas yaitu pihak satu berusaha membuktikan pihak yang lain bersalah atau sistem Win-Lose, sedangkan mediasi memiliki sidat Win-Win di mana para pihak tidak ada yang menang atau kalah, namun bersama-sama mencari solusi untuk permasalahan mereka.

Rumusan Masalah

Hal yang Menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana meyakinkan masyarakat untuk lebih memilih jalur mediasi ketika dihadapkan dengan suatu sengketa medik, dan kira-kira apa yang dapat menjadi faktor-faktor yang dapat menghambat mediasi dalam sengketa medik?

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dilakukan di dalam penulisan karya tulis ini adalah menggunakan metode Studi Kepustakaan, di mana penulis menghubungkan objek penelitian dengan kepustakaan yang ada baik dari buku-buku, jurnal yang telah terbit, berita-berita di media yang ada, dan tidak lupa juga dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia guna menjawab pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas.
PEMBAHASAN 
Dokter

Dokter merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia, di mana bidang pekerjaannya adalah menyangkut dengan kesehatan. Berdasarkan pengertian yang terkandung di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokter metupakan adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya.

Seorang dokter bertugas utama Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban yang sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Profesi Kedokteran antara lain :

a.  Memberikan pelayanan medis
Dokter yang melakukan pelayanan medis harus sesuai dengan standar profesi yang diatur dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.

b.   Merujuk pasien 
Seorang dokter yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, ketika merasa tidak sanggup memberikan pelayanan maksimal, wajib untuk mengalihkan pasien tersebut kepada dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.

c.   Menjaga Rahasia

Seorang Dokter diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu informasi terkait dengan penyakit pasien yang diketahuinya, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

d.   Pertolongan darurat 
Setiap dokter atas dasar perikemanusiaan, wajib melakukan pertolongan pertama kecuali bila dokter tersebut yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.

e.   Menambah ilmu pengetahuan 
Seorang dokter walaupun telah lulus dari universitas, dan telah menjalankan co-assistant, ujian negara, dan melewati internshihp sampai menjadi dokter sepenuhnya, tetap wajib mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.
Dengan demikian dapat dipahami bersama bahwa profesi dokter adalah salah satu profesi yang memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk memberikan jasa di dalam bidang kesehatan. Beberapa ahli telah mengutarakan pendapat mereka mengenai definisi dari dokter antara lain menurut Ali, dkk berpendapat bahwa pengertian Dokter adalah seseorang yang dapat menyembuhkan pasien yang sakit, sehingga dokter dapat dikatakan sebagai salah satu komponen pemberi pelayanan kesehatan. Dimana pelayanan kesehatan yang sering menjadi tujuan pasien adalah balai pengobatan, rumah sakit dan salah satunya adalah dokter praktik mandiri. Sedangkan pendapt lain dikemukakan oleh Endang Astuti bahwa Pengertian atau definisi dari dokter menurut Astuti adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan.
 Dapat disimpulkan bahwa dari perspektif pandangan umum maka yang dimaksud dengan profesi dokter merujuk kepada seorang tenaga kesehatan (salah satunya dokter) yang memberikan pelayanan kepada pasien, di mana tujuannya adalah untuk berusaha mencari solusi masalah kesehatan yang dihadapi tanpa diskriminasi, sedini dan sesuai kompetensi, secara menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam  koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral.
Pasien
Pasien menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang sakit (yang dirawat dokter) atau seorang penderita (sakit).
 Pasien dapat juga merupakan orang yang sedang dirawat inap atau hanya sebatas rawat jalan. Pada Intinya, seorang pasien adalah seseorang yang memiliki suatu penyakit yang sedang atau telah dikonsultasikan kepada fasilitas kesehatan dan/atau seorang dokter. Sedangkan, menurut peraturan perundang-undangan, Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak :

1)  Mendapatkan penjelasan 
Penjelasan ini mencakup secara lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap diri pasien tersebut.
2)  Meminta pendapat lain (second opinion)
Pasien memiliki hak untuk datang kepada dokter atau dokter gigi lain untuk mendapatkan informasi dari sumber tenaga kesehatan lain.
3)  Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
Ketika pasien datang, adalah hak pasien untuk menerima pelayanan dan tindakan medis yang sesuai dengan keluhan-nya. 
4)  Menolak tindakan medis
Setelah mendapatkan penjelasan yang menurut pasien cukup, maka pasien juga memiliki hak untuk menerima ataupun menolak rencana pelayanan atau tindakan medis yang akan diberikan.
5)  Mendapatkan isi rekam medis.
Pasien berhak untuk mendapatkan segala isi rekam medis dikarenakan isinya merupakan milik pasien, namun rekam medis tersebut adalah milik instansi/fasilitas kesehatan yang melakukan pelayana kesehatan

Pasien, di dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran yang diselenggarakan oleh dokter, mempunyai kewajiban :

a.   Jujur mengenai keluhan penyakit
Setiap pasien yang datang untuk berobat, wajib menjelaskan penyakitnya secara lengkap dan sejujur-jujurnya kepada dokter yang melayaninya agar tindakan dan pelayanan medis yang diberikan bisa tepat.
b.   Patuh kepada saran dokter
Pasien wajib mematuhi segala saran dari dokter yang diperuntukkan mencapai tujuan bersama yang menguntungkan pasien tersebut, yaitu kesembuhan dari penyakit yang diderita.
c.   Patuh pada ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan
Setiap fasilitas kesehatan memiliki tata aturan di tempatnya masing-masing, maka adalah kewajiban pasien untuk mengikuti dan mematuhi peraturan yang berlaku di fasilitas kesehatan yang didatangi oleh pasien tersebut.
d.   Memberikan imbalan jasa
Setiap dokter berhak untuk mendapatkan imbalan jasa atas segala pelayanan dan tindakan yang diberikan kepada pasien.

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa seorang pasien bisa dikatakan mirip dengan seorang konsumen atau pelanggan dari seorang dokter. Namun, perlu diperhatikan di sini dengan seksama bahwa yang membedakan antara konsumen pada umumnya dan Pasien adalah hubungan hukum yang terjadi di antara keduanya di mana antara pasien dan dokter terikat di dalam Transaksi terapeutik.
 
Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien
Transaksi terapeutik merupakan suatu bentuk perjanjian di mana seorang dokter berusaha dengan semaksimal yang mungkin dilakukan olehnya untuk mengupayakan kesembuhan pasien-nya dari keluhan atau penderitaan sakitnya. Selain dari perjanjian terapeutik, perjanjian ini juga disebut dengan perjanjian inspanning verbitenis, dimana dalam hal ini yang dituntut bukan perjanjian hasil atau resultaat verbitenis namun yang dituntut adalah suatu upaya yang maksimal yang dapat dilakukan oleh seorang dokter atau usaha yang maksimal dari dokter tersebut.
Suatu perjanjian akan selalu mengikuti azas yang paling mendasar yaitu azas Pacta sunt servanda, yang memiliki makna bahwa perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri mereka di dalamnya. Dan, tentunya mengikuti kaidah-kaidah yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang perjanjian antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

c. Suatu hal tertentu

d. Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian pada dasarnya harus mencakup poin-poin yang telah disebutkan di atas. Di mana poin pertama adalah harus adanya kesepakatan di antara para pihak tentunya. Sejalan dengan azas pacta sunt servanda, tanpa adanya kesepakatan maka perjanjian itu tentu tidak memenuhi syarat. Di dalam transaksi terapeutik, hal ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, tapi menurut hemat penulis jauh lebih disarankan dilakukan secara tertulis agar dapat menjadi bukti di kemudian hari bilamana terjadi suatu sengketa medik.
Kemudian suatu perjanjian tentunya harus dilakukan oleh para pihak yang cakap, jika tidak tentunya tidak bisa melakukan suatu perjanjian.
 Sebagai contoh, jika seorang anak di bawah umur datang tanpa orang tua atau wali, minta untuk dilakukan operasi tentunya walaupun anak ini menandatangani surat-surat persetujuan untuk operasi, perjanjian itu tidaklah memenuhi syarat dikarenakan tidak memenuhi syarat kecakapan.

Demikian juga bahwa suatu perjanjian harus memiliki suatu hal yang menjadi objek yang diperjanjikan, di mana yang menjadi inti dari transaksi terapeutik adalah kondisi atau keluhan pasien dan usaha maksimal dari dokter yang akan memberikan pelayanan kesehatan kepadanya.
Dan, terakhir harus merupakan suatu sebab yang halal. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun transaksi teraputik masuk sebagai suatu perjanjian di mana setiap perjanjian juga mengikuti asas kebebasan untuk berkontrak, namun, tetap isi perjanjian tidak boleh mengandung hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh, seorang pasien datang kepada seorang dokter yang sedang berpraktek di rumah dan meminta untuk dilakukan pengguguran kandungannya, tentunya perjanjian ini tidak memiliki kekuatan hukum dan apabila dokter melaksanakan sesuai dengan yang diminta pasien tersebut tanpa ada indikasi medis yang mendukung sehingga tindakan tersebut dilakukan hanya atas dasar permintaan dari pasien itu sendiri maka tentunya akan ada konsekuensi baik dari segi etik maupun hukum positif yang berlaku.

Jadi, hubungan antara dokter dan pasien memang termasuk suatu perjanjian dan disebut dengan perjanjian terapeutik. Yang menjadi ciri khasnya adalah perjanjian ini bukanlah perjanjian yang mementingkan hasil akhir, namun lebih bertitik berat kepada upaya seorang dokter untuk mengupayakan secara maksimal dari kesembuhan pasien dari keluhan atau penyakit yang sedang dideritanya, selama dilakukan dengan standar profesi medis. Oleh karena itu, jika seorang dokter dalam melakukan upaya pelayanan medis, tidak sesuai dengan standar profesi medis yang disyaratkan maka dokter tersebut dikatakan melakukan kesalahan profesional. Kesalahan profesional di dalam upaya pelayanan medis disebut Malpraktek. Dengan demikian, kesalahan profesional (medical malpractice) adalah kesalahan dalam menjalankan profesi medis tidak sesuai dengan standar profesi medis atau tidak melakukan tindakan medis menurut ukuran tertentu yang didasarkan pada ilmu pengetahuan medis dan pengalaman yang rata-rata dimiliki seorang dokter menurut situasi dan kondisi di mana tindakan medis itu dilakukan.

Malpraktek dan Risiko Medis

Di dalam dunia kesehatan, terdapat begitu banyak jenis penyakit dan juga berbagai metode-metode di dalam upaya menyembuhkan pasien, dan ada juga beberapa penyakit yang tidak dapat disembuhkan, melainkan hanya dapat dikendalikan, dan, terkadang ada juga penyakit yang memang sudah mencapai stadium akhir sehingga yang dapat dilakukan hanyalah meringankan keluhan pasien tersebut. Tapi, perlu dipahami bahwa terdapat 2 hal yang sering disalahartikan sehingga menjadi faktor yang menyebabkan sengketa medis, yaitu kesalahan pemahaman antara Malpraktek dan Risiko Medis. 
Berdasarkan dengan Kamus Besar bahasa Indonesia menyebutkan istilah malpraktik dengan malapraktik yang diartikan dengan: “praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik.
 Beberapa ahli mengemukakan definisi terkaid dengan malpraktek medis, salah satunya adalah Veronica yang menyatakan bahwa istilah malparaktek berasal dari “malpractice” yang pada hakekatnya adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter.
 Hermien Hadiati menjelaskan malpractice secara harfiah berarti bad practice, atau praktek buruk yang berkaitan dengan praktek penerapan ilmu dan teknologi medik dalam menjalankan profesi medik yang mengandung ciri-ciri khusus. Karena malpraktek berkaitan dengan “how to practice the medical science and technology”, yang sangat erat hubungannya dengan sarana kesehatan atau tempat melakukan praktek dan orang yang melaksanakan praktek. Pendapat lain telah dikemukakan Danny Wiradharma bahwa malpraktek dari sudut tanggung jawab dokter yang berada dalam suatu perikatan dengan pasien, yaitu dokter tersebut melakukan praktek buruk.
Sedangkan Risiko Medis adalah suatu peristiwa medis atau kondisi tidak pasti yang tidak diharapkan baik oleh pasien maupun dokter yang memberikan pelayanan kesehatan. Risiko medis dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana dokter telah dengan segala kemampuannya untuk melakukan tindakan medis tersebut dengan hati-hati, kemudian telah meminta izin sebelumnya kepada pasien bersangkutan yang disertai dengan penjelasan terhadap tindakan medis tersebut, dan dilaksanakan berdasarkan SPM (Standar Pelayanan Medik), namun, walaupun dengan upaya-upaya tersebut pada akhirnya ternyata risiko tersebut tetap terjadi, maka dalam hal ini, dokter yang memeberikan pelayanan itu tidak dapat dipersalahkan.

Di dalam defisini malapraktik terdapat dua ( 2 ) istilah yang harus dibedakan, yaitu kesalahan dan kelalaian
 :

I. Kesalahan (dolos, intentional, vorstz, willens en wetens hadelen)

a) Dalam arti luas

Semua tindakan medis yang berhubungan dengan ruang lingkup medis yang dilarang secara langsung oleh undang-undang, seperti : aborsi (abortus provokatus kriminalis), euthanasia, pemalsuan dokumen medis, pemberian surat keterangan sakit atau sehat palsu, tidak memberikan pertolongan gawat darurat.

b) Dalam arti sempit

Bahwa tindakan yang dilakukannya berdasarkan adanya unsur kesengajaan yang dapat dilihat dari tindakannya yang terarah, dengan hasil yang sudah diketahui, adanya aturan hukum yang melarangnya dan kadang-kadang didasari dengan motivasi bayaran
II. Kelalaian ( culpa, negligence )

a) Dalam arti luas

Pekerjaan dokter sudah sesuai dengan standar profesi dan yang diperbolehkan oleh undang-undang, tetapi kadang-kadang bekerja di bawah standar dengan tidak hati-hati atau sembrono serta tidak melaksanakan kewajiban memenuhi hak pasien, seperti memberikan informed consent, menjaga rahasia jabatan, tidak memberikan rujukan, dan lain-lain.
b) Dalam arti sempit

Semua tindakan tersebut tidak ada motif serta tidak ada unsur kesengajaan dan semata-mata karena kealpaan atau kelalaian seorang dokter dengan tindak hati-hati atau sembrono dalam menyerjakan tindakan medik yang sebenarnya akibat yang timbul tidaklah diharapkan, seperti tertinggal kassa pada saat operasi.

Secara ringkas dapat dikelompokan berdasarkan berat ringannya tingkat malapraktik, mulai dari yang ringan sampai yang berat :

1. Error of judgment ( kesalahan penilaian ).

2. Slight negligence  ( kelalaian ringan ).

3. Gross negligence  ( Kelalaian Berat ).

4. Intentional wrongdoing atau criminal intent ( tindakan dengan kesengajaan atau bersifat kriminal ).
Sengketa Medik

Sengketa di dalam bahasa inggris dibagi menjadi 2 jenis, yaitu “conflict“ dan “dispute”, pada intinya keduanya memiliki pemaknaan bahwa adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih. Perbedaannya adalah, Conflict atau konflik merupakan situasi di mana dua belah pihak atau lebih berbenturan kepentingan, tetapi konflik tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana para pihak bersengketa hanya memendam perasaan tidak puas dalam hati. Sedangkan, pemahaman mengenai Sengketa berasal dari konflik, dilahirkan oleh konflik yang tidak ditangani dengan baik akhirnya berkembang atau berubah menjadi sengketa. Pada intinya, sengketa merupakan Hal ini berarti bahwa sengketa merupakan kelanjutan dari konflik yang tidak dapat terselesaikan, sehingga dapat kita Tarik kesimpulan bahwa sengketa medik merujuk kepada sengketa yang terjadi di antara dokter dan pasien yang berawal dari sebuah konflik yang tidak diselesaikan dengan baik.
Dari prinsip atau hubungan pasien - dokter ( tenaga kesehatan lainnya ) rumah sakit, dikenal dengan apa yang dinamakan hubungan terapeutik atau transaksi terapeutik, di mana terjadinya suatu ikatan kontrak ( walaupun tidak tertulis ) antara pasien dan dokter dalam hal pengobatan atau perawatan penyakit serta antara pasien dengan rumah sakit dalam hal pelayanan kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang terstandar.
Sebelum mencapai level sengketa, biasanya didahului dengan adanya gap atau kesenjangan antara yang diharapkan ( exprected ) dan yang terjadi ( fact ) pada diri seorang pasien ataupun keluarganya sehingga menimbulkan suatu persoalan yang mengganjal di dalam hati, baik yang dimaknai secara internal ( pertentangan batin ) ataupun secara external untuk diungkapkan keluar dalam bentuk keluhan ( complain ), hal ini yang disebut konflik ( conflict ).
Pendekatan Dalam Penyelesaian Sengketa Medik
Konflik atau sengketa sudah merupakan hal yang wajar di dalam hubungan antar manusia, dan pada lapisan masyarakat manapun. Ketika ada kepentingan, maka risiko benturan kepentingan sangat mungkin terjadi. Para pihak yang terlibat konflik memiliki beberapa alternatif dalam menyelesaikan konflik mereka, tergantung bagaimana mereka ingin mendapatkan hasil atau jalan keluar dari konflik tersebut. Beberapa alternatif penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut:

a. Negosiasi

Negosiasi, menurut dari kamus bahasa Indonesia merupakan suatu proses tawar menawar dengan menggunakan metode berunding untuk memberi (give) dan/atau menerima (take) dengan tujuan akhir mencapai suaut kesepakatan yang dapat diterima bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sifat dari Negosiasi adalah Win-Win solution di mana para pihak sama-sama menang. Negosiasi sangat tergantung dengan kemampuan komunikasi dari para pihak.
b. Mediasi

Mediasi telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2016, di mana Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Secara tidak langsung, mediasi merupakan perpanjangan dari suatu proses negosiasi di mana letak perbedaaannya negosiasi dilakukan oleh para pihak, sedangkan mediasi dilakukan oleh para pihak dengan seorang pihak ketiga yaitu seorang mediator sebagai pemeran pihak ketiga yang diterima bersama. Mediator yang memediasi suatu perselisihan memiliki kewenangan yang terbatas (atau tidak sama sekali) untuk membuat keputusan. Mediatir sebagai Pihak ketiga memiliki fokus untuk membantu para pihak utama untuk mencapai kesepakatan atas suatu masalah yang menjadi inti dari sengketa tersebut. Mediasi bersifat win-win dikarenakan pada prinsipnya sama seperti negosiasi, namun menggunakan pihak ketiga untuk menengahi.
c. Arbitrasi

Arbitrase merupakan istilah umum bagi proses sukarela di mana pihak-pihak yang berkonflik meminta bantuan pihak ketiga yang tidak memihak dan netral untuk membuat keputusan bagi mereka terkait masalah yang dipertentangkan. Hasil dari keputusan bisa berupa nasihat ataupun mengikat dan keputusan arbitrase merupakan hal yang pribadi dan tidak terbuka untuk umum. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan Arbitrase bersifat mengikat dan tidak dapat diajukan upaya hukum, kecuali atas keadaan tertentu yang diatur dalam UU.

d. Litigasi

Litigasi merupakan penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga, di mana yang menjadi pihak ketiga ini adalah seorang hakim yang secara institusional telah diakui negara dan memiliki kekuasaan di dalam sengketa untuk memutus. Berbeda dengan penyelesaian-penyelesaian sebelumnya, di dalam litigasi proses ini beralih dari proses dari yang tadinya bersifat pribadi menjadi proses yang bersifat publik. Dalam proses ini, lazimnya para pihak menggunakan jasa advokat untuk bertindak sebagai penasehat hukum dan mencoba mengarahkan putusan agar dapat menguntungkan pihak-nya, dengan demikian sistem ini adalah win-lose di mana putusan hakim yang telah mendengarkan perdebatan di antara para pihak akan memenangkan salah satu pihak di mana pihak yang lain kalah.
Tabel 1. Perbandingan Metode-Metode Penyelesaian Sengketa
	Karakteristik
	Litigasi
	Arbitrase
	Mediasi
	Negosiasi

	Sifat
	Memaksa/Tidak Sukarela
	Sukarela
	Sukarela
	Sukarela

	Pemutus
	Hakim
	Arbiter
	Para Pihak
	Para Pihak

	Mengikat
	Mengikat dan ada kemungkinan banding
	Mengikat dan dapat diuji untuk hal yang terbatas
	Mengikat apabila terjadi kesepakatan sebagai kontrak
	Mengikat apabila terjadi kesepakatan sebagai kontrak

	Pihak Ketiga
	Ditetapkan dan umumnya tidak memiliki keahlian pada objek yang disengketakan
	Dipilih oleh para pihak dan biasanya memiliki keahlian pada objek persengketaan
	Dipilih oleh para pihak dan biasanya memiliki keahlian pada objek persengketaan
	Tidak ada

	Aturan Pembuktian
	Teknis
	Informal
	Tidak ada
	Tidak ada

	Proses
	Masing-masing menyampaikan argumentasi dan Bukti
	Masing-masing menyampaikan argumentasi dan bukti
	Presentasi permasalahan dan kepentingan
	Presentasi permasalahan dan kepentingan

	Hasil
	Menang-Kalah (win-lose)
	Menang-Kalah (win-lose)
	Menang-Menang (win-win)
	Menang-Menang (win-win)

	Pelaksanaan
	Terbuka
	Tertutup
	Tertutup
	Tertutup


Keuntungan Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi dibandingkan Litigasi

Secara umum ada beberapa keuntungan yang diperoleh masyarakat bila menggunakan jalur nonlitigasi (di luar pengadilan), baik ADR maupun arbitrase dibandingkan bila menempuh jalur litigasi (pengadilan) dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapinya, sebagai berikut
 :

I. Proses Cepat

Artinya penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dalam hitungan hari, minggu atau bulan jika dibandingkan dengan proses litigasi yang bisa sampai tahunan.

II. Dapat Menjaga Hubungan Baik

Karena para pihak berhadapan bukan sebagai musuh (kecuali Arbitrase), sebab dalam proses yang informal para pihak berusaha keras dan berjuang untuk mendapatkan penyelesaian sengketa secara kooperatif sehingga mereka tetap dapat menjaga hubungan baik dalam perundingan, maupun setelah perundingan.

III. Lebih Mudah Mengadakan Perbaikan-perbaikan

Artinya apabila memakai jalur nonlitigasi akan lebih mudah mengadakan perbaikan terhadap kesepakatan yang dicapai seperti menegosiasikan kembali suatu hal yang sekiranya belum sepenuhnya dapat diterima oleh para pihak.

IV. Tata cara penyelesaian sengketa diatur sendiri oleh para pihak

Artinya tidak terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Faktor - Faktor penyebab timbulnya sengketa medik
Mencuatnya peningkatan kasus sengketa medik, baik antara pasien dan dokter yang berpraktik mandiri maupun pasien dengan dokter serta pelayanan rumah sakit tidak terlepas dari terjadinya perubahan yang ada pada masyarakat ( people changes ) itu sendiri sehingga mengakibatkan perubahan pada cara pandang pasien sebagai sosok individu.
Di zaman globalisasi dan komputerisasi sekarang ini di mana informasi dari pelosok dunia pada detik yang sama sampai di kamar kita sehingga hal ini merupakan salah satu yang menjadi penyebab perubahan cara pandang di masyarakat di mana masyarakat lebih pintar dan kritis sehingga apa yang dirasa tidak adil terhadapnya sesegera mungkin diupayakan untuk dicari jalan keluarnya. Anggota masyarakat yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter. Beberapa kasus terjadinya sengketa medik lebih banyak disebabkan buruknya komunikasi yang tercipta antara health provider  terhadap health receiver sehingga memicu peningkatan rasa ketidakpuasan yang berujung pada sengketa, adapun beberapa masalah komunikasi yang buruk pada umumnya berawal dari : kesalahpahaman, perbedaan penafsiran, ketidakjelasan aturan, ketersinggungan, kecurigaan, tindakan yang tidak patut, curang, tidak jujur, tidak sopan, sewenang- wenang, kurang rasa menghormati, dan lain sebagainya.
Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Mediasi

Walaupun mediasi memiliki banyak keuntungan, namun mediasi juga sering mengalami kegagalan, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain :

1)  Ikhtikad baik

Di dalam konflik dan sengketa, seringkali bukan hanya masalah kepentingan, namun ada juga rasa dendam di antara para pihak yang menyebabkan ingin melihat pihak yang lain menderita akibat dari perbuatan pihak yang lain. Hal ini akan menjadi kendala di dalam mediasi pabila mediator tidak dapat menemukan kepentingan rahasia dari para pihak.

2)  Posisi

Suatu negosiasi dan mediasi akan berjalan lebih baik apabila posisi para pihak di dalam sengketa tersebut adalah mendekati 50:50, dengan kata lain ketika posisi para pihak adalah seimbang dan sama kuat, ataupun mendekati sama kuat tentunya mediasi akan lebih mungkin dapat berhasil dikarenakan risiko apabila melanjutkan ke litigasi masih 50%. Namun, bisa dibayangkan apabila salah satu posisi para para pihak sudah jauh lebih kuat dibandingkan pihak yang lain, tentu akan lebih memilih untuk ltigasi dikarenakan kemungkinan untuk memenangkan perkara tersebut sangat besar, dan hal ini akan menjadi salah satu faktor kegagalan dari mediasi.

3)  Keterbukaan

Ketika sedang di dalam konflik, terkadang para pihak tidak percaya kepada pihak yang lain. Ada kecendrungan yang terjadi pada para pihak apabila terlalu banyak mengeluarkan informasi di dalam mediasi akan melemahkan posisinya apabila nanti akan berlanjut kepada litigasi. Kehati-hatian yang berlebih ini pada akhirnya membuat mediator gagal di dalam menemukan kepentingan rahasia dari para pihak yang akan berujung kepada kegagalan mediasi dikarenakan menjadi tidak mungkin untuk mempertemukan kepentingan para pihak ketika para pihak tidak bersedia untuk mengutarakan kepentingannya tersebut kepada mediator.
4)  Kuasa Hukum para pihak yang lebih mengarahkan kepada Litigasi

Mediasi akan sangat lebih kondusif ketika para pihak yang memang bersengketa dapat duduk dan membahas bersama bagaimana penyelesaian masalah para pihak. Namun, hal ini tidak selalu terjadi pada prakteknya dikarenakan, seringkali dalam praktiknya para pihak telah menggunakan jasa advokat/konsultan hukum yang menangani perkara mereka. Tentunya mediator yang paling handal sekalipun akan kesulitan dalam memediasi para pihak yang diwakilkan oleh kuasa hukum yang lebih mengarahkan kepada jalur litigasi.

Tidak hanya demikian, selain daripada para pihak, kegagalan juga bisa berasal dari mediator yang mengengahi sengketa tersebut, antara lain keterampilan dari mediator masih kurang untuk mendapatkan kepercayaan (trust) dari para pihak. Perlu diingat, bahwa kepercayaan para pihak kepada mediator sangat mempengaruhi keberhasilan dari mediasi tersebut, ketika salah satu pihak mulai merasa bahwa mediator mulai tidak netral, maka dengan sendirinya mediasi tersebut akan perlahan-lahan mulai menemui titik buntu hanya dikarenakan hilangnya kepercayaan terhadap mediator.

PENUTUP
Terlepas banyak keuntungan dari mediasi, di Indonesia masih kurang diminati karena berbagai faktor. Pertama, hal ini dikarenakan dalam pandangan masyarakat, mediasi berbeda dengan litigasi yang memiliki keputusan yang mengikat dan final serta mengandung kekuatan eksekusi.
Kedua, kesehatan merupakan hal yang sangat sensitif sehingga ketika terjadi suatu konflik yang tidak ditangani dengan baik, akhirnya akan menjadi sengketa medik, dan biasanya ketika sudah mencapai tahap ini, mediasi akan jauh lebih berat untuk berhasil dikarenakan ikhtikad baik dari para pihak kurang, baik yang diakibatkan dari sakit hati pribadi pasien terhadap dokter, posisi salah satu pihak terlalu kuat dibandingkan posisi pihak yang lain di dalam sengketa tersebut, keterbukaan para pihak yang kurang karena kehati-hatian berlebihan, serta pihak luar yang senantiasa mempengaruhi para pihak. 
Ketiga, kemampuan dan skill yang kurang dari seorang mediator di dalam mengatur jalannya mediasi juga adalah penyebab utama dari kegagalan mediasi, karena jika mediator tidak bisa menumbuhkan rasa kepercayaan dari para pihak, maka kesepakatan pun menjadi hampir tidak mungkin tercapai. Timing atau saying and doing the right thing in the right moment merupakan kualitas terpenting seorang mediator, karena jika suatu konflik sudah menjadi sengketa, setiap tutur kata dan gesture tubuh seorang mediator akan sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi. 
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